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pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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- ABSTRAK

YeH

HERNITA PUTRI, (2024) : Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang
Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota

Payakumbuh

ilw eld

Sengketa perjanjian pagang gadai sawah sering kali terjadi karena salah
satu pihak merasa dirugikan karena haknya tidak terpenuhi, hal itu disebabkan
karena salah satu pihak dalam menebus sawah yang digadaikan telat melakukan
penebusan maupun penebusan gadai teradap sawah tersebut yang tidak sesuai
de engan hal yang telah di perjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas
bﬂgalmana pelaksanaan perjanjian pagang gadai sawah di Kelurahan Parambahan
Keécamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dan untuk mengetahui
bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pagang gadai sawah Di Kelurahan
Parambaan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris yang mana penelitian secara
langsung melakukan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif, subjek
dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat kelurahan Parambahan Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori dan objeknya yaitu penyelesaian sengketa terhadap
perjanjian pagang gadai sawah yang terjadi di kelurahan Parambahan Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh. Untuk mengumpulkan data melalui
wawancara, observasi, studi Pustaka dan dokumentasi. Dan analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sedangkan objek
penelitian ini adalah penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pagang gadai
sawah

fﬁ Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian

pa"‘gang gadai sawah ada beberapa faktor yang menyebabkan salah satu pihak tidak
dapat menebus sawah yang telah digadaikan, Adapun faktor penyebabnya yaitu
kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, gagal panen, harga emas yang
semakin naik, dan keadaan ekonomi yang terpuruk. Dalam penyeleseian terhadap
séngketa perjanjian pagang gadai sawah dapat diselesaikan secara non-litigasi (di
luar pengadilan), dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak,
dengan menghadirkan ninik mamak sebagai penengah. Musyawarah dapat
dﬂakukan dengan dua cara yaitu musyawarah antara kedua belah pihak dan
m:usyawarah antara kedua belah pihak dengan menghadirkan pihak ketiga yaitu
ninik mamak sebagai penengah dalam penyelesaian kasus atau konflik antara
kedua belah pihak, setelah musyawarah barulah bisa diambil keputusan yaitu
déngan cara memberi kelonggaran waktu atau tambahan waktu kepada pemberi
gadai dengan pencbusan sawah yang telah digadaikan atau bisa melakukan alih
gadal terhadap sawah tersebut untuk pelunasan hutangnya.

Kpta Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Pagang Gadai Sawah
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat, limpahan, rahmat
hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi
gan judul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di
Keluurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota
éjyakumbuh.” Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
pzda Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan
syafa’at beliau yaumil akhir kelak. Aamiin.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan
berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk konstribusi
y%;_‘ng diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan
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penulis serta mencurahkan kasih saying dan memberikan semangat serta

dukungan moril maupun materil serta do’a.
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Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
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~ Sultan Syarif Kasim Riau.
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¢ Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,M.A. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr

“H. Mawardi M.Ag selaku Wakili Dekan II, beserta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani,
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5 Imu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
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Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani,S.H.,M.H. dan Bapak, Dr. Muhammad Darwis,
S.HI. SSH ,M.H. Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan
bimbingan,arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).

7..,Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis
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i‘: BAB I
N PENDAHULUAN
=
A. Latar Belakang
=]
= Indonesia merupakan negara agraris karena sektor petanian memiliki
-~

C_peranan penting bagi masyarakat. Sebagian besar mayarakat indonesia bermata

NI

(ppencaharian sebagai petani karena indonesia memiliki sumber daya alam yang
=

(;Q-melimpah. Indonesia merupakan negara berkembang, yang mana titik berat
j4h]

?dari kehidupan dan penghidupan rakyat adalah pada sektor agraria. Masalah
- agraria merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara, dan hal
tersebut senantiasa menarik perhatian, oleh karena masalah tanah menyangkut
berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang komunal menganut

sistem kolektif dalam kegiatan usahanya terutama dalam sektor produksi yang

vital dalam kehidupan ekonomi agraris. Dalam ekonomi agraris dengan

7
gsendmnya tanah menjadi sesuatu yang vital. Oleh sebab itu yang menjadi
f;p milik legal tanah adalah komunalnya (kelompoknya), yang dalam hal ini
id lam bentuk suku. Dengan demikian pemilikan suatu kaum atas sebidang
;‘;tanah merupakan pengakuan atas keberadaan suku atau kelompoknya dalam
m

;_ suatu negeri tempat berada. Sebab jika suatu kaum.'

é. Menurut adat Minangkabau tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak

~bertuan di bumi Minangkabau. Tanah menurut masyarakat adat Minangkabau

uej|

(U“merupakan kekayaan yang harus dipertahankan oleh kaum kaum. Tanah

!

=

5 ' Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif
Hitkum Islam, dalam Journal of Islamic & Social Studies, Volume.1 Nomor.1 2015, h.69.

nery url
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©

il_\: merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum atau orang-orang yang
—

“ tidak mempunyai tanah dianggap sebagai orang yang berkekurangan. Tanah

1d

“ulayat sama tuanya dengan masyarakat minangkabau. Soejono soekanto

1w

:mengatakan bahwa :“Tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan
orang Minangkabau™*

Dengan demikian pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah merupakan

ASNS NN A

o, pengakuan atas keberadaan suku atau kelompoknya dalam suatu negeri tempat
o, berada. Sebab jika suatu kaum tidak mempunyai tanah mereka dianggap suku
) yang “malakok” (menempel) kepada kelompok suku yang telah mempunyai
tanah di nagari tersebut. Atau bahkan dianggap sebagai kelompok yang tidak

jelas asal usulnya.’
Tanah ulayat di minangkabau baik berupa komplek perumahan, sawah

ladang, hutan sungai maupun hasil tambang merupakan harta pusako. Harta

¢ Pusako Tersebut Menurut Hukum adat, tidak dapat dipindah tangankan atau di

3iel

perjualbelikan. Masyarakat Minangkabau tidak mampu untuk menjual tanah

[S]

tersebut, menurut hukum adat minagkabau memindah tangankan tanah itu baru

]

boleh dilaksanakkan jika ada keadaan yang mendesak yaitu dalam hal

AIU[) dTUIE

m.membahayakan atau hal yang akan mendatngkan aib bagi keluar

ISI

rmatrilinealnya, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menggadaikan

1

Jo A

»guna mengatasi masalah tersebut. N

2 Soejono, Soleman, Hukum Adat Indonesia,(Jakarta : RajaGrafindo Persada) 1986,h. 60.

SALA. Navis, Alam Takambang Jadi Guru ,( Jakarta: Grafiti Press, 1986), h. 150.

¢ Ayub Wirasaputra, Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata
um Nasional, dalam Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 2, Nomor 2, 2017,h.

[\S] -~
nery w g‘é‘;@}[ JueA¢ uejn
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Dalam gadai di minagkabau ada beberapa syarat dalam melakukan gadai
harta pusako, menurut adat Minangkabau tidak dapat dijual atau digadaikan
kecuali dalam keadaan tertentu yaitu :
a. Rumah gadang ketirisan, ( rumah gadang / rumah adat yang atapnya
bocor)
b.Jando indak balaki ( seorang janda yang tidak punya suami )
c. Mayit tabujua di tangah rumah ( mayat terbujur di tengah rumah )

d. Mambangkik batang tarandam ( pada kaum atau rumah sudah lama tidak

neiy e)xsns NiN Y!lw e3did ey @

ada penghulu atau pusaka penghulu sudah lama terbenam, karna biaya

untuk mengisi adat nigari tidak cukup).’

Gadai secara umum banyak berkaitan dengan gadai tanah meskipun
objek gadai tidak hanya sebatas tanah saja, namun juga benda-benda lain selain
tanah.misalnya saja sawah, ataupun bisa juga pohon yang menghasilkan buah.

g:Alasan tanah banyak dijadikan sebagai objek gadai bagi masyarakat hukum

-

(4]
—adat dikarenakan kedudukannya yang tidak terlepas dari keberadaan

[ure

‘masyarakat hukum adat dan menjadi identitas diri kaum.

Praktek gadai tanah ulayat di Minangkabau dikenal dengan istilah pagang

Id9AIU[) D

gadai. Pagang gadai merupakan transaksi pinjam-meminjam untuk memenuhi

kebutuhan pegadaian melalui pinjaman yang diberikan oleh pegadaian dengan

[nG Jo £31s

Jagunan berupa tanah / sawah/ ladang/ pohon kelapa dan lainnya, dalam jangka

1

® Mochtar Naim, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, (Padang: Sri
rma, 1968), h.141

nery ey jireAg ue
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©

ﬂj): waktu tertentu. Dalam hukum adat, gadai terhadap tanah tidak termasuk
—

© kedalam hukum perjanjian tapi masuk ke dalam hukum benda tanah.’

Pelaksanaan pagang gadai pada setiap daerah di Minangkabau memiliki

w e)d

Ebeberapa persamaan dan perbedaan tergantung kepada kebiasaan adat nagari
-~

Eyang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pepatah Minang “Lain lubuak lain
7=

w; r : 99 . . .
Ztkannyo, lain ladang lain belalangnyo”, yang artinya setiap negeri atau

w
o, masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kelurahan

A
o, Parambahan yang berlokasi di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota

—

Payakumbuh, merupakan salah satu yang masuk dalam Tungkua Nan tigo
(Tanah Datar, Agam dan Luak Limapuluh Kota), kelurahan parambahan saat
ini masih menjalankan praktek pagang gadai. Pagang gadai di kelurahan
Parambahan dilakukan terhadap harta pusako tinggi yang kebanyakan berupa
tanah sawah yang masih produktif.

Pagang gadai di kelurahan parambahan pada mulanya dilakukan tanpa

e3}S

C

® adanya batasan waktu menggadai, sehingga gadai pun dapat dilaksanakan

- hingga puluhan tahun. Sekarang dalam pelaksanaan nya sudah dilakukan

N dTWe[s]

~pembatasan waktu gadai. Pusako tinggi (pusaka tinggi) ialah harta pusaka

berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang

SI9AIU

diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh beberapa keluarga (paruik) dalam

K11

satu jurai (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku dalam garis

> matrilineal.

® Op. Cith.3

nery wisep jrieAg uejng Jo .
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5
©
il_\: Dalam jurnal, Perjanjian pinjam meminjam atau Pagang gadai sawah
—
¢ merupakan perbuatan hukum antara seseorang dengan sawah milik orang lain
©
o

yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai itu belum

-

E‘:dikembalikan, maka sawah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang
-~

“memberi uang (pemegang gadai). Selama itu pemegang gadai berwenang untuk
7=

g)memanfaatkan atau mengambil hasil dari tanah tersebut. Selama hutang itu

w
o, belum terbayarkan maka barang yang di jadikan sebagai jaminan akan tetap

o, berada di tangan pemegang gadai, Penggadai tetap berhak atas pengembalian

—

sawahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai. ’

Pagang gadai yang dilakukan bersifat sosial atau tolong menolong
untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami, sehingga tidak ada unsur
pemerasan. Selain itu, gadai di Minangkabau selalu bisa ditebus kapan saja.
Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi “Gadai ditabuih, jua

.;pdipalalui ” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang artinya “gadai harus
> ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas
waktunya”. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan. Hal ini

~disebabkan karena dalam gadai-menggadai harta yang digadaikan beralih

ATU) wgmv]s‘; dje)¢

kekuasaannya selama masa belum ditebus secara sempurna, sedangkan dalam

Io

w

~hak tanggungan, harta tersebut tetap dinikmati oleh pemilik atau pemberi

Jo £31

\rgadal
Pagang gadai di minangkabau di dasari oleh sebuah perjanjian yang

“dilakukan oleh para pihak perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1320

[ 31 t'Ag uejng

"Yuhendri, lukaman Hakim,dkk. Credit Transaction Analysis of "Pagang Gadai" Model as
Sharia Law Implementation in West Sumatera: A Systematic Literature Review, dalam Journal of
Islamic Economics. Volume.5 Nomor.2.2021, h.317.

nery w
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©
il_\: KUHPerdata , menurut pasal tersebut perjanjian dalah suatu perbuatan dengan
—

“mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

o

©]ebih.® Dalam prakteknya perjanjian pagang gadai dilakukan dengan cara
=]

-

Emenjadikan sawahnya sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya kepada
-~

c . . ) . :
—pemegang gadai, yang mana penerima gadai menerima Hak retensi yang
P

U) . . .
~'merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai suatu piutang yang

w
o, bertalian dengan benda itu dilunasi (ditebus) kepada pemegang gadai.

A
oymerupakan hak untuk menahan barang gadai sampai suatu piutang yang

—

bertalian dengan benda itu dilunasi (ditebus) kepada pemegang gadai.’
Perjanjian pagang gadai sawah di lakukan secara tertulis, Tujuan dilakukannya
perjanjian tertulis ini dalam pagang gadai ialah sebagai bukti yang cukup kuat
dan sangat besar kemungkinan pemegang gadai mendapatkan kembali hak
gadai sesuai dengan yang sudah disepakati ketika melakukan perjanjian pagang

«ngadai dahulu. Perjanjian Pagang Gadai di buat oleh para pihak dan biasanya

]

> dalam perjanjian tersebut ada dihadirkan saksi ( pihak ketiga ) dalam membuat

[ST 93¢

surat perjanjian pagang gadai tersebut. Biasanya yang menjadi saksi dalam

N drure

perjanjian pagang gadai yaitu sanak atau keluarga terdekat, ahli waris ninik

Iu

fa.mamak dan jihad nan ampek .( orang dari batas objek gadai).

I

Dalam perjanjian Pagang gadai dilaksanakan berdasarkan kesepakatan

~secara bermusyawarah yang dilakukan para pihak dalam melaksanakan

ng jo A3jrs

[—

1

. perjanjian pagang gadai tersebut, di dalam perjanjian pagang gadai disebutkan

» |

< tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai dan juga jangka waktu
: 8 Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis( BW), Jakarta : Sinar Grafika, 2019, h.160.
;\ ? Sri Soedewi Masjchoen S. Hukum Perdata Hukum Benda, Cetke-7, (Yogyakarta :

Liberty, 2008),h. 35.

nery w
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eF: . . . .
o, lamanya menggadai, yang mana pemberi gadai harus segera melunasi atau
—

¢ menebus gadai tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.
Adakalanya iktikad baik dalam perjanjian yang disepakati oleh para

pihak dilanggar oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya

nYiiweyd

—wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata Wanprestasi merupakan

N

g)tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang
w

-, ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pemberi gadai (debitur) dan

A
o, Pemegang gadai (Kreditur).Akibatnya salah satu pihak harus mengalami

—

kerugian.'’

Sengketa gadai sawah, salah satu yang sangat rentan dapat
menimbulkan permasalahan dari konflik dalam perjanjian pagang gadai
diantara pihak yang mlakukan perjanjian yaitu mengenai waktu gadai yang
merupakan masa atau lamanya barang gadai tersebut berada di tangan

pemegang gadai hingga sampai pada saat pemberi gadai dapat menebusnya
:;:ikembali. Waktu gadai yang relatif sebentar membuat pemberi gadai tidak bisa

- melunasi hutangnya sedangkan pemegang gadai memerlukan uang dan harus

dIWR[S

dikembalikan, nominal yang tidak sedikit juga membuat pemberi gadai lama

N

dalam pelunasannya. Pembayaran gadai menggunakan emas dan juga harga

SI9AIU

‘emas yang tiap tahun semakin naik menyebabkan terkendala dalam pelunasan

K11

_~hutang. Tak jarang pemberi gadai melunaskan hutang dengan harga emas pada

S JO /

o saat menggadai karna dianggap bisa meringankan beban dalam pelunasan

1% Salim HS, Op. Cit.)h.180
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©
il_\: hutangnya, tentu dalam hal tersebut akan menimbulkan konflik karna tidak
—
“ menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara tak struktur yang penulis lakukan

bersama salah satu penerima gadai bahwa praktik pagang gadai di Kelurahan

nyiw exd

—Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori perjanjiaan pagang gadai sawah
P

U) . . . .

~dilakukan oleh para pihak tidak dengan menggunakan sejumlah uang secara
w

o, langsung melainkan dengan sejumlah emas yang telah ditentukan oleh para

A
- pihak yang dilihat dari besar kecilnya sawah tersebut, yang kemudian emas

—

tersebut dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah uang dan waktu
pelunasan atas gadai tersebut di tentukan atas kesepakatan kedua belah pihak.
Di kelurahan Parambahan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, banyak
terjadi sangketa terhadap perjanjian pagang gadai yaitu pemberi gadai tidak
menebus sawahnya sesuai waktu yang telah di perjanjikan dan juga pemberi

(pgadai tidak membayar sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tersebut tentu telah

]

merugikan pihak penerima gadai tersebut.''

Seperti yang terjadi terjadi pada penerima gadai, di dalam hal penebusan

]

(] dTWe[S] 3je

gadai sawah yang dilakukan oleh pemberi gadai terjadi suatu konflik, dimana

dalam kasus ini Pemberi gadai melakukan penebusan sawah yang di gadaikan

SI9AIU

~tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan di dalam surat perjanjian.

K31

.~Sedangkan karena desakan ekonomi pihak pemegang gadai tentu mau barang

ng jo !

:-':yang digadai di tebus kembali, banyaknya fakor penghambat dalam penebusan

e

Ag u

‘salah satunya harga emas yang tidak menentu menyebabkan pihak pemberi

)

! Riswati, Pemberi Gadai, Wawancara, Parambahan, , Tanggal 11 maret 2023.
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©

eF: . . .
o, gadai membayar utangnya dengan uang tunai bukan menggunakan emas sesuai
—

¢’ dengan perjanjian dan penebusan yang tidak tepat waktu membuat pemeganng
©

—

“ merasa di rugikan karena penebusan tidak sesuai dengan perjanjian.
=]

-

— Pelaksanan pagang gadai adanya pihak pemegang gadai yang tanpa

-~

Esepengetahuan pihak pmberi gadai melakukan alih gadai sehingga menibulkan
7=

U) . . .
~'sengketa karna gadai seadang berjalan dan belum pada masa penebusan gadai.

w
o Dalam hal tersebut pemberi gadai telah melakukan wanprestasi dengan

A
o, melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seharusnya

—

dalam memenuhi prestasinya pemberi gadai harus membayar sesuai dengan
yang telah disepakati sebelumnya, jika penebusan dengan uang maka
jumlahnya harus sesuai dengan banyak emas yang dipinjam sesuai dengan
perjanjian.
Di dalam hukum adat minangkabau jika penebusan tidak sesuai dengan
.;pkesepakatan atau sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian sebelumnya

> maka sawah tersebut tidak dapat dikembaikan ke pihak pemberi gadai sebelum

[ST 93e)¢

pemberi gadai membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian. Di dalam
-perjanjian Para pihak harus menaati perjanjian sebagaimana yang telah
dlsepakatl sebelumnya, para pihak harus melaksanakan perjanjian berdasarkan
-itikad baik dalam perjanjian yang disepakati, jika dilanggar oleh salah satu

.~pihak maka akan menyebabkan terjadinya wanprestasi salah satu pihak yang

}ng ;0 :{]l&s.l Mun wgluv

menyepakatl perjanjian tersebut dan mengakibatkan salah satu pihak harus

mengalami kerugian. Sehingga perlu adanya upaya penyelesaian dalam

nery Wisey Jg.n'x(g uej
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©

ﬂj): mengangani permasalahan tersebut supaya tidak ada perselisihan antara kedua
—

 belah pihak

©

A Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan
=

—dalam  melakukan penelitian  dalam  skripsi ini  dengan  judul
-~
““PENYELESAIAN SANGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI
7=

g)SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI

w

o TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH.”
A

E}Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik
pembahasan , maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu
mengenai penyelesaian sangketa dalam perjanjian pagang gadai Sawah di
Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.
Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Parambahan Kecamatan
gfLamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh yang secara khusus mengatur tentang

-

;-penyelesaian pagang gadai sawah.

ue]

~»'Rumusan Masalah

£

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah diuraikan diatas, maka

ISIJATU()

; Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

[

Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pagang Gadai sawah di Kelurahan
Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh?

., 2. Bagaimana penyelesaian sangketa perjanjian Pagang Gadai sawah di
Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota

Payakumbuh ?

nery wisey Jjuredg uejng jo 43
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@
&Tujuan dan Manfaat Penelitian
=
© 1. Tujuan Penelitian
©
D Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini
=
—  bertujuan untuk :
-~
= a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pagang gadai sawah di
7=
g) Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota
w
3 Payakumbubh.
A . A -
5 b. Untuk mengetahui cara penyelesaian sangketa perjanjian pagang sawah

di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota
Payakumbuh.
2. Manfaat Penelitian
Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan
peneliyian ini yaitu :
a. Manfaat Teoritis
1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan secara ilmiah mengeai
penyelesaian sangketa perjanjian pagang gadai.
3) Untuk memberikan ilmu bagi mereka yang ingin melakukan
penelitian di bidang yang sama dimasa yang akan datang dan
diharapkan dapat memberikan konstribusi pada ilmu hukum

khususnya dalam hukum adat dan perdata , mengenai penyelesaian

nery wisey JrreAg uejng jo AJISIaAIU) DIWER]S] 3)€3}S
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b. Manfaat Praktis
1) Bagi peneliti
Bagi peneiti, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa
pengamatan untuk menerapkan teori mengenai hukum yang telah
diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan peneliti
mampu mengkaji dan menganalisis berbagai hubungan antara teori
dengan kenyataan yang terjadi dilapangan serta dapat pengetahuan
penelitiagi peneliti
2) Bagi Pembaca
Melalui penelitian ini, pembaca dapat memperoleh informasi dan
pengetahuan mengenai penyelesaian sangketa perjanjian pagang
gadai sawah.
c. Manfaat Akademis
Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoris

1. Tinjauan umum peyelesaian sengketa

a. Pengertian sengketa

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya,
maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus
mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar
Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan
pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah
percecokan atau perselisthan. Menurut Suyud Margono, Sengketa
biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang
bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh
perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke
permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi
karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.
Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat
yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.12
Nurmaningsih Amriani memberikan defenisi mengenai sengketa,
sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam

perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu

I

ey |JrredAg uejng yo AJISIdATU) dDTWR[S] 3}€}G

=

nery w

12 Suyud Margono, Alternative Dispute Resulution dan Arbitrase, (Jakarta : Ghalia
onesia,2000) h.34
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pihak dalam perjanjian tersebut.”> Menurut Rachamadi Usman, suatu
konflik tidak dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau
keprihatinanya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila
pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau
keprihatinan nya, baik secara langsung maupun tidak langsung.**
Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud
dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak
karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan
dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga
dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah
satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan
atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya
mengakibatkan pihak satunya dirugikan
Penyelesaian sengketa

Jenis penyelesaian sangketa itu terbagi menjadi 2 yaitu
penyelesaian sangketa melalui pengadilan dan penyelesaian sangketa di

luar pengadilan

1) Penyelesaian sangketa melalui pengadilan (/itigasi)
Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui
pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu

suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses

=
ey IId,

it

IS

nery w

[\

3 B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,(Jakarta : Pradnya Paramita 1981),

' Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung : PT

. Aditya Bakti, 2000), h1.
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beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan

memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di
pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan
satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka
pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui
litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution."
Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Melalui Pengadilan Negeri ( Perdata ) Apabila para pihak tidak
dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para
pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu
diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata
yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah
atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.

b) Melalui Pengadilan Tata Usaha Penyelesaian melalui tata usaha
Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang

menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( Non-litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan)
bukanlah merupakan satu-satuya cara penyelesaian sengketa yang

dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain [itigasi,

Jg,lt,‘A'g uej[ng Jo AJISIdIATU) DTWE][S] 3)e3G

‘yejesew niens uenelun neje YUy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ymun eAuey uednnbuad ‘e

'S Azharuddin Lathif, Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Asuransi
S@nah dan Putusan pengadilan, dalam Jurnal legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 1, 2019.
hi77

nery we
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terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu

penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi,

arbitrase, dan konsiliasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ada 5

(lima) jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan

yaitu:

a)

b)

Konsultasi

Konsultasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsultasi
merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu
pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang
merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya
kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan
kliennya tersebut.
Mediasi

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa
yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang
lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan
dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain

yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang
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membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan
cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan).'®

c) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak
yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak
ketiga yang netral yang disebut dengan arbirter guna
mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa. Dalam
arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah
arbitrase, sebagaimana hakim permanen di pengadilan walaupun
hanya untuk kasus yang ditangani.'’
d) Negosiasi
Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara
langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari
penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.'®
Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:
1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat

dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual

‘yejesew niens uenelun neje YUy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ymun eAuey uednnbuad ‘e

G fejng Jo AJISIdATU) DTUWR[S] 3}B)}G

) ' Harahap Zarina , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,( Yogyakarta : STPN
Piess,2016), h.37.
i ' Muskibah, Penyelesaian Sangketa Kontruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan
Pa’undang— Undangan, Vol.16, 2021,h.16.

4 '® Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika,
2004) h. 26

1]
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beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan
untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).
2) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang

timbul di antara para pihak

e) Penilaian Ahli

Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan
sesuai dengan bidang keahliannya. Dan mempunyai
kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara

penyelesaian sengketa yang bersangkutan.'’

Tinjauan Umum Mengenai Hukum perjanjian
a. Pengertian Perjanjian
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst
(Belanda) atau contract ( Inggris). Pengertian perjanjian diatur dalam
Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi :
“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih”.*’
Subekti di dalam buknya mengemukakan bahwa perjanjian adalah
“suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di
mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.:
Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antra dua orang yang

membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian

=
nery wisey jijre

oo
~

' Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011),

% Komariah, Hukum Perdata,( Malang ; UMM Press,2017), h. 140.
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perkataan yang mengandung janji — janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis?'

Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat memberikan defenisi
mengenai perjanjian menurutnya perjanjian itu adalah*“Perbuatan hukum
yang didahului oleh kata sepakat antara dua orang atau lebih yang
membuat perjanjian yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang
di paksa oleh undang-undang.”.**

Berdasarkan pengertian di atas yang di sebut perjanjian adalah
suatu perbuatan hukum yang di dasari oleh kata sepakat untuk

menimbulkan suatu akibat hukum, yang mana akibat hukum tersebut

bersifat mengikat kedua belah pihak.

. Syarat Sah Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-
syarat agar suatu perjanjian itu sah, menurut Pasal 1320 KUHPerdata,
untuk sahnya perjanjian di perlukan 4 syarat yaitu :

1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
Salah satu syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kata
sepakat antara pihak yang membuat perjanjian, yang dimaksud
dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak
antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, kesepakatan
kedua belah pihak dalamm suatu perjanjian itu harus diberikan

secara bebas.

M JieAg uejpng yo AJISIdATU) dIWR[S] 3}e}g

Be

nery w

21 R. Subekti, Hukum Perjanjian, , (Jakarta : Intermasa, 2001), h.1
2 Agus Huda . Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial, (Jakarta :
ncana, 2014), h.16.
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Adanya kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Menurut  salim  dalam  bukunya kecakapan  adalah
kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat
hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah oirang-
orang yang cakap dan wenang dalam melakukan suatu perbuatan
hukum yang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
undang.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

a) Orang-orang yang belum dewasa
b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
c) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU
NO.1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi).
Suatu hal tertentu (onderwerp der overeenskomst)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian dapat diartikan sebagai
objek perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, yang
menjadi objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi yang harus
dilakukan oleh debitur, prestasi dapat juga dikatakan sebagai hal
yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur

Pada Pasal 1234 KUHPerdata mengatakan bahwa prestasi

terdiri atas, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat

nery wisepy JrreAg uejng jo AJISIdATU) dTWR[S] 3}€)G

% Halim HS, h.165.
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sesuatu. Prestasi harus dapat di tentukan menurut ukuran yang
objektif. ** misalnya dalam hal Gadai sawah, yang menjadi objek
dari perjanjian tersebut adalah sawah yang di gadaikan.

Adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak)

Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat
karena sesuatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka
hal tersebut tidak mempunyai kekuataSuatu sebab yang halal
dalam perjanjian diartikan sebagai sebab yang harus ada dalam
pembuatan suatu perjanjian, tanpa sebab tersebut maka suatu
perjanjian akan batal, sebab tersebut haruslah halal, Jika suatu
perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab
yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak
mempunyai kekuatan.”

Dari empat unsur dalam syarat sah perjanjian syarat pertama
dan kedua disebut dengan syarat subjektif, jika syarat subjektif
dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensi hukum
perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat
disebut dengan syarat objektif, yang mana konsekuensi hukum jika
syarat tersebut tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum,

artinya bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

% Ibid.

neny lugs@l JireAg uejng Jo AJISIdATU) DTWE[S] 3}€3G

* Hengki Firmanda, Hukum Kontrak ( Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam
kontrak), (Pekanbaru : Penerbit Taman Karya), 2020, h.19.
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¢. Unsur — unsur Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-

syarat agar suatu perjanjian itu sah, menurut Pasal 1320 KUHPerdata,

untuk sahnya perjanjian di perlukan 4 syarat yaitu :

1)

2)

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Salah satu syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kata
sepakat antara pihak yang membuat perjanjian, yang dimaksud
dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak
antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, kesepakatan
kedua belah pihak dalamm suatu perjanjian itu harus diberikan
secara bebas.
Adanya kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Menurut  salim  dalam  bukunya kecakapan adalah
kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat
hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah oirang-
orang yang cakap dan wenang dalam melakukan suatu perbuatan
hukum yang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
undang. *°

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

d) Orang-orang yang belum dewasa

nery wisepy JrreAg uejng jo AJISIdATU) dTWR[S] 3}€)G

% Halim HS, h.165.



‘nery eysng NN uizl eduey undede ymuaq wejep Ul siny ARy yninjes neje uelbeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

NVIE YISAS NIN
o0}

‘nery eysng Nin Jelem bueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad q

‘yejesew niens uenelun neje YUy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ymun eAuey uednnbuad ‘e

Jaguuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) (Ul SN} eAJey yninjas neje ueibegas dipnbusw Buele|iq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3dio seH

neiy ejysng NN Jijlw e}dio jyeH @

3)

4)

23

e) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
f) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak

berlaku lagi).

Suatu hal tertentu (onderwerp der overeenskomst)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian dapat diartikan sebagai
objek perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, yang
menjadi objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi yang harus
dilakukan oleh debitur, prestasi dapat juga dikatakan sebagai hal
yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur

Pada Pasal 1234 KUHPerdata mengatakan bahwa prestasi
terdiri atas, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat
sesuatu. Prestasi harus dapat di tentukan menurut ukuran yang
objektif. >’ misalnya dalam hal Gadai sawah, yang menjadi objek
dari perjanjian tersebut adalah sawah yang di gadaikan.

Adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak)

Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat
karena sesuatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka
hal tersebut tidak mempunyai kekuataSuatu sebab yang halal
dalam perjanjian diartikan sebagai sebab yang harus ada dalam

pembuatan suatu perjanjian, tanpa sebab tersebut maka suatu

nery wisepy JrreAg uejng jo AJISIdATU) dTWR[S] 3}€)G

" Hengki Firmanda, Op.Cit.h.19.
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perjanjian akan batal, sebab tersebut haruslah halal, Jika suatu
perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab
yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak
mempunyai kekuatan.”®

Dari empat unsur dalam syarat sah perjanjian syarat pertama
dan kedua disebut dengan syarat subjektif, jika syarat subjektif
dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensi hukum
perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat
disebut dengan syarat objektif, yang mana konsekuensi hukum jika
syarat tersebut tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum,

artinya bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

d. Unsur — unsur Penjanjian

Dalam membuat atau melakasanakan suatu perjanjian haruslah
memperhatikan unsur — unsur dalam membuat perjanjian, yang mana suatu
perjanjian itu harus memenuhi 3 macam unsur yaitu :

1) Unsur Essentialia, yaitu unsur yang sangat penting / esensi dalam
suatu perjanjian , misalnya di dalam suatu perjanjian harus ada kata
sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

2) Unsur Naturalia, yaitu unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika
tidak di kesampingkan oleh kedua belah pihak .

3) Unsur Accidentalia, yaitu unsur perjanjian yang ada jika

dikehendaki oleh kedua belah pihak, misalnya, perjanjian tidak

nery wisepy JrreAg uejng jo AJISIdATU) dTWR[S] 3}€)G

2 Ibid.
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dibutuhkan suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat
secara tulisan ataupun secara lisan, apabila perjanjian sewa
menyewa dilakukan secara tulisan, maka para pihak menghendaki

unsur accidentalia dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.”’

e. Bentuk -bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang

dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan

suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup

kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagimana dikemukakan

berikut ini:

1)

2)

Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak
yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak
dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak
ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak
ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu
berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk
membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan
tidak dapat dibenarkan.

Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para

pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata

nery wisep JrreAg uejng jo AJISI2AIU) DIWER]S] 3)€3}S

29 . .
Komaria, Loc. Cit.
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hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan
tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum
dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi
perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang
harus membuktikan penyangkalannya.

Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk
akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan
di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang
berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain.
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para

pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.*

f. Asas -asas Perjanjian

Secara umum, hukum perjanjian memiliki banyak asas. Namun,

agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di
dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil empat asas

penting yaitu :

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat
sahnya perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Asas
konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa

perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi

M|JrreAg uejpng yo A3ISIaAIU) dTWR[S] 3}e}G
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30 Salim HS, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, ( Jakarta : Sinar
fika), 2008, cet 5, h. 42-43.
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cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang
melakukan perjanjian. Kesepakatan merupakan penyesuaian
antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak.*'
Asas kebebasan berkontrak
Menurut asas kebebasan berkontrak seseorang pada
umumnya mempunyai pilihan bebasa untuk mengadakan
perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa
seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan
perjanjian dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian
indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
a) Kebebasan untuk membuatatau tidak membuat perjanjian.
b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat
perjanjian.
c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari
perjanjian yang akan dibuat.
d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan
undang-undang yang bersifat opsional.”
Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal

1338 dalam KUHPerdata yang menentukan

nery wesey jreAg uejng jo A}ISIaAIU[) JTUIR]S] 93€3}S

3! Dasrol, Hukum Ekonomi,(Pekanbaru : Alaf Riau), 2021,h.114.
2 Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, (Jakarta
lencana ), Cet Ke 1, 2010, h.110-111.
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“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi merekaa yang membuatnya”>

Dengan menekankan kata “semua”, pasal ini seolah-olah
berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa
saja dan perjanjian tersebut mengikat mereka seperti kekuatan
mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan
perjanjian tersebut.
Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas
kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat dari suatu
perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa
hakim atau pihak ketiga harus menghormati sunstansi dari
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asas pacta sunt servanda
dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang
berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang.
Asas Itikad Baik (goede trouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338
KUHPerdata Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi : “perjanjian harus
dilakukan dengan itikad baik .’ Asas itikad baik ini merupakan

asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian

nery wisep JrreAg uejng jo AJISI2AIU) DIWER]S] 3)€3}S

33 Pasal 1338 KUHPerdata.
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berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau

kemauan baik dari para pihak.

Perjanjian Adat
Defenisi perjnjian dalam hukum adat adaah perbuatan dimana para
pihak berjanji ( bersepaat / menyetujui ) untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu yang berandasan kepercayaan penuh dan disertai dengan tanda
ikatan tertentu.

Hukum perjanjian merupakan hukum adat yang meliputi uraian tentang
hukum perhutangan termasuk soal transaksi-transaksi tanah dan transaksi-
transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya
dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Hukum perhutangan
sendiri ialah hukum yang menunjukan kesuluruhan peraturanperaturan
hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang, selain dari pada
tanah dan perpindahan dari pada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-
jasa.34

a. Syarat Dan Asas Perjanjian Menurut Hukum Adat

1) Syarat-syarat perjanjian dalam hukum adat
a) Titik tolak pada dasar kejiwaan. Pada hukum afat titik tolak di
dasari oleh kejiwaan, kekeluargaan, kerukunandan bersifat tolong

menolong.

nery wisep JrreAg uejyng Jo AJISIdAIU) JTWR[S] 3}€}G

** Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Bandung: Alumni, 1982. h.12
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b) Pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat maka lazimnya
juga disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat
yang nyata (konkret).

c) Perjanjian pada hukum selain dal ruang lingkup harta kekayaan
juga menyangkut yang bersifat kebendaan.

2) Asas- asas perjanjian hukum adat
a) Tunai (kontan) atau terang adalah suatu bentuk prestasi yang

dilakukan sekaligus Bersama-sama pada waktu itu juga. Sehingga

neiy ejysng NN Jijlw e}dio jyeH @

sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu belum
terjadi perjanjian jual beli.

b) Percaya yang kuat uyang saling percaya satu sam lain,
dikarenakan hal tersebut mereka dalam membuat perjanjian tidak

ada bukti tertulis karena dasar saling percaya.”

b. Bentuk -Bentuk Perjanjian Adat
1) Perjanjan kredit
Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan
uang dengan atau tanpa bunga, atau barangbarang tertentu yang
harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat
yang telah disepakati.
Demikian pula dengan pinjam meminjam barang, hal tersebut

pun merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam meminjam

ey |JrredAg uejng yo AJISIdATU) dDTWR[S] 3}€}G

3% Erwin Owan Hermansyah,Dkk. Buku Ajar Hukum Adat,(Malang : Madza Media)Cet Ke
172021,hal. 146.
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barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun
dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.
Perjanjian kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di
mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain
dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang
atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan
pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang
dagangan.*®
Perjanjian tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil
tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan
dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau
tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah
ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu, misalnya beberapa
daerah Sumatera Selatan, perjanjian tebasan merupakan perjanjian
yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan
dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.
Perjanjian perburuhan

Bila seseorang bekerja, maka sudah selayaknya mendapatkan
upah untuk pekerjaan yang telah dikerjakannya dan lazimnya upah

yang diberikan adalah berupa uang, namun ada variasi lain yaitu

nery wisep JrreAg uejng jo AJISI2AIU) DIWER]S] 3)€3}S
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bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa
uang akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya.
Perjanjian pemegang

Pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim
dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang
dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan.
Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka
pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpang barang tersebut
dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menerima

bunga hutang tersebut.

6) Perjanjian pemeliharaan

7)

Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa
dan persamaannya terdapat di Bali di mana seseorang menyerahkan
dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang
yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan
pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib
memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua
maka ia berhak atas harta peninggalannya.

Perjanjian pertanggungan kerabat

Menurut Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat
terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung
hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap

bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si
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peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama
mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan
dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa
kesatuan daripada sanak saudara.*’
Perjanjian serikat

Masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang
menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau
perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi.
Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan
membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah
ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing
mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang
yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut

sekaligus dan juga seluruhnya

9) Perjanjian bagi hasil

Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal
dengan nama “mampaduoi” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian
bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan
(dihadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah,
penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang
akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi

disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara

.

=
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* Bewa Ragawino, Pengantar Dan Asas -Asas Hukum Adat Indonesia Buku Ajar Hukum
at (Malang : Madza Media) Cet Ke 1, 2021,Hal.146.
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pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih
serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduoi
10) Perjanjian ternak
Menurut Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak
menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan
membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” Di
Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon

taranak’” atau “saduoan taranak’.

Gadai

a. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa
Belanda) atau pledge atau pawn (bahasa Inggris).1Ketentuan-ketentuan
mengenai gadai diatur dalam KUHPerdata Bab XX Buku II KUHPerdata
Pasal 1150 sampai dengan Pas1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdata,
gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang
lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan
dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya
untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.*®

nery wese) [jrredg uejng yo £3r1s1aArun drwe[sy ajels

** Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada ), 2007, h..33
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Menurut Pasal 1150 KUHPerdata gadai adalah hak kebendaan atas
suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata
diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan
tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan
penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lain.*

Menurut Fuadi dalam bukunya yang dimaksud dengan gadai
adalah suatu sifat kenendaan yang bersifat assesoir, yang diberikan oleh
pihak pemberi gadai (debitur), kepada pemegang gadai ( kreditor)
sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, dengan menyertakan
objek gadai tersebut dalam kekuasaan pemegang gadai.** Yang tidak
untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan sebagai jaminan hutang Gadai
adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda bergerak.

Dapat diartikan bahwa Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat
antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda
bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai.
Ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai
dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir (tambahan), sedangkan
perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan

jaminan benda bergerak

nery wisey|JrreAg uejyng Jo AJISIdAIU) JTWR[S] 3}€}G

3 Djoko Imbawani, Hukum Perdata,(Malang : Setara Press),2016,h.48.
% Fuadi, Munir, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2014,h.128.
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a. Hak penerima dan Kewajiban Penerima Gadai

Dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan
kewajiban kedua belah pihak,Seorang yang menerima hak kebendaan
gadai dari debiturnya, maka sejak saat itu iya diberi hak untuk :

1) Menahan barang gadai sampai saat dilunasi hutang yang meliputi
hutang pokok ditambah hutang bunga.

2) lJika ternyata pemberi gadai tidak melaksanakan kewajiban untuk
melunasi hutangnya sampai waktu yang diperjanjikan, maka
penerima gadai dapat mengambil pelunasan hutang dengan cara
menjual barang gadai tersebut.

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156
dan Pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai :

1) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.

2) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan
menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal
1154 KUH Perdata);

3) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang
pemindahan barang- barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);

4) Bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai,

sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (1157 KUH Perdata).
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Pagang Gadai

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, istilah gadai dikenal dengan
sebutan yang berbeda-beda, seperti adol sende (Jawa), nganjual akad atau
gande (Sunda), Pagang (Minangkabau), dan lain sebagainya.

Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah
seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan
bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali
dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang.
Selama utang belum lunas, maka selama itu pula tanah menjadi hak
pemegang gadai.

Menurut Hasneni dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Pagang gadai
adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikanjaminan kepada
penerima gadai, dimana penggadai akan meyerahkan sebidang tanah kepada
penerima gadai dengan menerima sejumlah uang tertentu dan selama utang
belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan sipenerima
gadai. Atau salah satu bentuk transaksi atau pemiliharan hak atas harta pusaka
yang telah diatur oleh adat Minangkabau.**

Pagang gadai dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pinjam
meminjam dengan cara menyerahkan sawah dari penggadai (pemilik sawah)
kepada pemegang gadai dengan tujuan untuk menerima pembayaran sejumlah
uang maupun barang berharga lainnya dan juga dapat diartikan sebai

perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan

1§e)[ JIreAg uej[ng Jo AJISIdATU) DTWR[S] 3}e3G

nery w

* Hasneni, ISLAM REALITAS Journal of islami and social studies: Tradisi Pagang Gadai

yarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam, (IAIN Bukitinggi:2015).h.69.
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secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan
pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut
dalam istilah lain pemindahan hak atas tanah pada jual gadai bersifat
sementara.

Jika ditinjau dari segi penguasaan benda yang menjadi jaminan pun
berbeda. Pemegang gadai adalah pihak yang menguasai benda yang dijadikan
jaminan. Pemegang gadai dalam Hukum Adat menguasai benda jaminan dan
dapat memanfaatkan jaminan gadai (sawah). Sawah dapat dimanfaatkan
dengan cara menanaminya selama pelaksanaan gadai sampai penggadai
mampu menebusnya.*

Misalnya di suatu lingkungan atau desa, Pihak A adalah pegadaian yang
sedang mengalami krisis ekonomi dan menginginkan uang untuk memenuhi
kebutuhan hidup, sehingga ia menghibahkan harta kekayaannya berupa
sawah, ladang, perkebunan kopi, dan perkebunan karet. ke Bagian B sebagai
peserta magang atau warga negara lainnya untuk mengolah dan mengevaluasi
hasilnya. Setelah itu, pihak B akan memberikan sejumlah uvang kepada pihak
A dalam bentuk gadai.43

Menurut hukum adat pemegang gadai tidak dapat menuntut pemilik
tanah untuk menebus tanah gadainya. Oleh karenanya jika pemegang gadai
membutuhkan uang ia dapat melakukan dua cara, yaitu dengan mengalihkan

gadai (doorverpanding) atau dengan menganakan gadai (onderverpanding).

jireg uejng Jo AJISIdATU) DTWR[S] 3}€3G
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42 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta :Rajawali Pres), 2015, h..12
43 "Pagang  gadai = Wikipedia  bahasa  Indonesia, ensiklopedia  bebas."

https://id.wikipedia.org/wiki/Pagang_gadai. Accessed 8 Jan. 2024.
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Yang dimaksud “mengalihkan gadai” ialah menggadaikan tanah gadai itu lagi
kepada orang lain atas persetujuan pemilik tanah, sehingga hubungan hukum
antara pemilik tanah dan pemegang gadai pertama beralih pada pemegang
gadai kedua. Sedangkan yang dimaksd dengan “menganakan gadai” adalah
pemegang gadai pertama menggadaikan lagi tanah itu kepada pemegang
gadai kedua tanpa persetujuan pemilik tanah.

Hubungan hukum berlaku antara pemilik tanah dengan pemegang gadai
pertama dan antara pemegang gadai pertama dengan pemegang gadai kedua.
Apabila pemilik tanah akan menebus kembali tanah gadainya, maka
pemegang gadai kedua harus mengembalikan tanah gadai itu kepada
pemegang gadai pertama dan pemegang gadai pertama menyerahkan kembali
tanah gadai itu kepada pemilik tanah.

Pagang Gadai menurut hukum adat Minangkabau untuk dapat
melaksanakan menggadaikan tanah harus memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan yang diatur dalam hukum adat, dan begitu juga terhadap tanah yang
bisa digadaikan adalah tanah pusako, dimana si penggadai baru dapat

menggadaikan tanahnya harus memenuhi syarat, yaitu:

a. Rumah gadang ketirisan, (rumah gadang bocor karena atapnya
bocor)

b. Gadih gadang atau jando indak balaki, (gadis yang telah
dewasa atau janda tidak bersuami)

c. Mayit tabujui ditangah rumah (mayat terbujur ditengah rumah)
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d. Mambangkik batang tarandam (pada kaum atau rumah itu
sudah perludidirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu
terbenamsaja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari
tidak cukup.

Terdapat beberapa macam pagang gadai yaitu

a. Pagang gadai biasa, yaitu penggadai dapat menembus atau
mengembalikan pinjaman setiap saat. Pembatasannya adalah
satu tahun panen, atau apabila di atas tanah tersebut masih
terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasilnya.

b. Pagang gadai jangka waktu, dalam gadai dibedakan beberapa
bentuk yaitu : gadai jangka waktu larang tebus dan gadai jangka
waktu wajib tebus.

Perjanjian gadai akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban,

yakni:

1. Pemilik Tanah ( Penggadai/ Pemberi Gadai )

a. Hak menerima sejumlah uang, emas atau padi atas tanah
atau sawah yang telah digadaikan kepada pemilik
emas/uang, sesuai dengan kesepakatan;

b. Hak penuh untuk menebus tanah sawah yang digadaikan
sampai ia telah mampu, tanpa dipaksa untuk segera
menebus tanah sawah yang digadaikan;

c. Hak menerima sasih sesuai dengan kesepakatan;
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d. Kewajiban menyerahkan tanah atau sawah yang menjadi

objek gadai kepada pihak pemilik emas/uang.
2. Pemilik Emas/Uang ( Pemegang Gadai )

a. Hak menerima dan mengelola tanah sawah serta
menikmati hasil dari objek gadai yang digadaikan pihak
pemilik tanah sawah dengan pembatasan tidak boleh
menjual lepaskan tanah sawah yang digadai kepada
pihak lain;

b. Kewajiban membayar atau memberikan uang atau emas
dengan nilai gadai yang telah disepakati bersama;

c. Kewajiban menyerahkan tanah yang menjadikan objek
gadai kepada pemilik tanah sawah apabila telah ditebus;

d. Kewajiban memberi sasih sesuai dengan kesepakatan.

Gadai tanah yang diketahui dalam hukum adat hingga saat ini
merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam persepsi
hukum adat, gadai tanah di definisikan sebagai perbuatan kepada tanah yang
sifatnya perbuatan hukum dua pihak antara penggadai dan pemegang gadai. **
Gadai merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai yang berupa
penyerahan sebidang tanah sawah oleh pemilik tanah kepada pihak pemegang
gadai yang memberikan atau meminjamkan uang kepada pemilik tanah atau

penggadai.

nery wisep JrreAg uejyng Jo AJISIdAIU) JTWR[S] 3}€}G

** Fuadi, Munir, Loc, I#.h. 129.
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Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie ”, yang artinya
tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap
pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan
dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji,
tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Pengertian ~ yang  umum
mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah
pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak
menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang
dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam
keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak
memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.*

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa
kesalahan (kesangajaan dan /kelalaian). Konsekwensi yuridis dari wanprestasi
adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk
menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Bentuk-bentuk

ataupun model wanprestasi adalah :

nery wisep JrreAg uejng jo AJISI2AIU) DIWER]S] 3)€3}S

*> Halim H.S, h.180
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1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2) Wanprestasi berupa terlambat memenubhi prestasi;

3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.*

Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan

untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu
dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari

penelitian ini yaitu :

Penelitian mengenai penyelesaian sangketa pagang gadai telah di lakukan
oleh peneliti sebelumnya. Skripsi oleh Amelia Mentari Utami, tahun
2023 dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH

SAWAH DI DESA TEPPO KECAMATAN POLEANG KABUPATEN

BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Dari Universitas
muslim Indonesia.Fakutas Hukum

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah di desa teppo kecamatan
poleang timur kabupaten bombana provinsi sulawesi tenggara dan untuk
mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian
gadai tanah sawah.

Persamaan antara penelitian tersebut adalah sama-sama membahas
masalah gadai sawah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu lebih

menekankn pelaksanaan gadai berdasarkan undang-undang. Sedangkan

nery wisep JrreAg uejng jo AJISI2AIU) DIWER]S] 3)€3}S

* Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (lhokseumaw ,: Unimal Press, 2013), cet ke-2, h. 7.
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penelitian penulis membahas peaksanaan gadai tanah sawah berdasarkan

hukum adat yang berlaku.

. Juan Zoelbi, tahun 2022, dengan judul penelitian yaitu : PAGANG

GADAI ATAS TANAH PUSAKO MENURUT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI ULAKAN KECAMATAN TAPAKIS
ULAKAN KABUPATEN PARIAMAN, Dari Universitas Jambi.
Fakultas Hukum,

Persamaan antara penelitian tersebut yaitu sama — sama membahas
mengenai pagang gadai. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu
penelitian sebelumnya membahas mengenai penyelesaian konflik
sengketa dalam pelaksanaan penebusan pagang gadai yang diakibatkan
oleh konflik keluarga. Penelitian penulis membahas tentang penyelesaian
sangketa perjanjian pagang gadai karena adanya wanprestasi dari

perjanjian pegang gadai tersebut.

. Apela Shinta, tahun 2019, PELAKSANAAN GADAI TANAH DARI

HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI SUNGAI NANAM
KABUPATEN SOLOK, Dari Universitas Andalas. Fakultas Hukum.
Hasil penelitian ini yaitu Dalam pelaksanaan gadai tanah harta
pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Pasal 7 Undang-Undang
No.56/Prp/1960 tidak efektif karena masyarakat masih menjunjung tinggi
nilai-nilai adat, dan juga dikarenakan kurangnya sosialisasi penyuluhan
hukum tentang Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dari pemerintah

kepada masyarakat Nagari Sungai Nanam.
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Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas perihal
pelaksanaan pagang gadai terhadap harta pusaka tinggi. Sementara letak
perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada penyelesaian sangketa

dari pelaksanaan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ...J 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ff .n: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\_D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mssuseanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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T BAB III
—
24 METODE PENELITIAN
©
®
Ag Jenis Penelitian
? Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang
c
—digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan
7))
« yang ditempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki
w
-~
® Jangkah-langkah yang sistematis.*’
A
fiﬂ- Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis

empiris, atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya
dalam masyarakat.”® Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang
dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data
gyang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

;.pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian

5 masalah.

=

- Adapun alasan peneliti menggunakan yuridis empiris dalam mengkaji
=

© Penyelesaian Sangketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah di Kelurahan

K318

Parambahan. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh adalah

Ukarena yuridis empiris dapat memberikan informasi penting mengenai

uej[ng jo

hubungan antara variabel yang memerlukan proses penjelasan dan pemahaman

47 Suaharsii Arikunto, Peosdur penelitian suatu pedekatan praktek, (Jakarta : Rineka Cipta,
6), Cet ke 10,, jilid 3.h. 17.
*® Ibid, h. 126.

1

46
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©

ﬂj): yang lebih luas.untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar
et

¢’ prilaku manusia.
©
B. Pendekatan Penelitian
=
= Penelitian ini mengunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan
-~
“kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengasilkan data deskriptif
7=
?berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang
w
-, dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).*

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang

neiy

mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Pendekatan ini
merupakan suatu metode yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi
mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu,
kelompok, masyarakat atau suatu organisasi, yang semuanya dibahas dari sudut
pandang yang utuh.

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah

elg

% karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif

S

'Ekualitatif diperoleh dari data berupa teks, kata-kata dan dokumen berasal dari

::informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

U

G Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai yang terdapat dalam judul penelitian yaitu

S Jo 318

_~lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan pusat penelitian

o ini berada di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota

ejn

Ag u

‘Payakumbuh, dikarenakan masyarakat adatnya masih melakukan pelaksanaan

s ]

®0p.Cit ,h.82.

nery WIsep JIIE
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©

ﬂj): gadai sawah berdasarkan hukum adat mulai dari penyerahan hingga
—

¢ pengembalian gadai sawah.

. Subjek Dan Objek

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam

In q1wed

penelitian sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang

menjadi pokok permasalahan yang kemudian akan diamati dan diteliti.”

SNS N

o, Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Kelurahan Parambahan

A
o Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, sedangkan objek

—

pnelitian ini adalah penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pagang gadai
sawah yang terjadi di kelurahan parambahan kecamatan lamposi tigo nagori
kota payakumbubh.
E. Populasi Dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
g:sama.populasi bukan hanya orang, tetapi benda, tetapi juga objek dan benda-

%)

“benda alam yang lain.’' Dalam penelitian populasi digunakan untuk

[S]

- menyebutkan seluruh element atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi

N d1ure

~sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. populasi pada

Apenelitian ini adalah para pihak pemberi gadai sebanyak 10 orang, dan

SI9AIU

penerima gadai sebanyak 2 orang ,dan juga ninik mamak sebanyak 12 orang.

A1

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

}Ing yo

“populasi tersebut.”” Teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah

» |

%0 Masri Singarimbun, Metode Penelitian survei, (Jakarta: LPJes, 2012), h.172.
> Sugiono, metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D,(Bandung
eta),2013,h.80.
*2 Ibid.

nery ulgséé[ jureg u
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ij Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

=

¢ tertentu, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan maksimum.

neiy e)ysns NN !1w eyd

Populasi dan sampel
Tabel I11. 1
No Responden | Populasi | Sampel | Presentase Keterangan
1. | Pemberi Gadai 10 4 40% Purposive Sampling
2. [Pemegang Gadai 2 2 100% Total Sampling
3. | Ninik Mamak 12 2 16 % Purposive Sampling
Jumlah 24 8

Sumber Data : Tata Olah Populasi Dan Sampel

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

>

Data Sekunder

nery wisey JrreAg uejng jo AJISI2AIU) DIWER]S] 3)€3}S

menggadai dan pihak yang memegang gadai.

baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.
Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat up to

date yang penulis peroleh langsung dari responden yaitu pihak yang

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan
peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat
diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lain-lain. Data
sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencari
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referensi-referensi atau rujukan dalam menduung data yang diperoleh
penulis terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan bahan-bahan

hukum yang bersangkutan dengan perjanjian pagang gadai sawah.

Teknik Pengumpulan Data

1.

Teknik — Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Observasi (Pengamatan)

Imam gunawan dalam bukunya menyebutkan Observasi ialah srudi
yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala
psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.53

Tujuan observasi adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya
signifikan dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada
fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.
Selanjutnya yang diamati adalah situasi sosial yang terdiri dari tempat,
pelaku dan aktivitas.

Tempat adalah dimana observasi dilakukan yaitu di Kelurahan
Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, pihak yang terlibat
merupakan orang-orang yang berperan dalam masalah yang diteliti.
Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan para pihak yang sedang diteliti.
Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu metode dengan pengumpulan data

melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

nery wisep JrreAg uejng jo AJISIdAIU) dTWR[S] 3}€}G

>* Imam Gunawan, Op.Cit, h.143
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pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).’*
Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak
mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan
lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dengan
memberikan keterangan kepada peneliti.
Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui kajian
buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti.

4. Dokumentasi
Dokumentasi dapat dikatan sebagai catatan peristiwa yang sudah

berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumentaal seseorang.
» Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan
:;E: tekstual, terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku tentang
§ pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan
g topik penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk
;; mengumpulkan data atas dokumen-dokumen yang ada, melalui sumber
E{ yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
=4
H.'Teknik Analisis Data
g Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan
s}

1eA

I

> dengan tahapan identifikasi dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum

nery wisep J

> Rianto Adi ,Metodologi Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit,2004), h. 72.
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©
Qj):yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan

-~

¢ pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis

©

—

“ dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan

—cara melakukan analisa mendalam serta interprestasi terhadap bahan hukum
-~

Eyang telah dikumpulkan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini
Z

“’menggunakan metode deduktif, yakni kalimat utamanya terletak pada awal

c
w
o, paragraf, kalimatnya mengandung kesimpulan dari suatu pembahasan yang ada

o 55
o, padaparagraph.
c

>> Muhaimin,Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram press,2020), h. 67.

nery wrisepy JrreAg uejng jo AJISIaAIU) dTWER[S] 3)€)§
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dam pembahsan, maka dapat di Tarik

kesimpulan sebgai berikut :

1.

Pelaksanaan Pagang Gadai di kelurahan parambahan dilakukan oleh
salah satu pihak karena kekurangan uang maupun untuk kepentingan
mendesak, dengan cara meggadaikan sawahnya kepada pemegang gadai
dengan pembayaran sejumlah emas, yang mana perjanjian nya dibuat
secara tertulis yang dengan akad yang dilakukan secra lisan. ada dua
pihak yang turut serta dalam membentuk perjanjian gadai sawah, yakni
pihak pemilik sawah (pemberi gadai) dan pihak pemegang gadai atau
pihak yang memberikan uang, emas atau padi ke pemberi gadai. Di
dalam pelaksanaan pagang gadai di kelurahan Parambahan Kecamatan
Lamposi tigo Nagori belum berjalan secara maksimal hal ini dikarenkkan
oleh pihak pemberi gadai dalam meakukan penebusan tidak sesuai
dengan kesepakatan dalam perjanjian hal dikarenakan banyaknya yang
menjadi penhambat dalam melakukan penebusan.

Proses penyelesaian perjanjian pagang gadai dilaksanakan dengan proses
diluar pengadilan melalui mediasi dan sesuai dengan kesepakatan
menurut pedoman isi dari perjanjian pagang gadai yakni musyawarah dan
mufakat, upaya penyelesaiannya jika pihak pemberi gadai tidak bisa

melunasi utannya sedangkan piham pemegang gadai memerlukan uang

80



‘nery eysng NN uizl eduey undede ymuaq wejep Ul siny ARy yninjes neje uelbeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

NVIE YISAS NIN
o0}

‘nery eysng Nin Jelem bueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad q

‘yejesew niens uenelun neje YUy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ymun eAuey uednnbuad ‘e

J1agquuns ueyingaAusw uep ueywnueduaw edue) 1ul sin} BAIEY yninjas neje uelibeqgas dinbusw Buelteq |

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3dio seH

neiy ejysng NN Jijlw e}dio jyeH @

nery wisey JrreAg uejng jo AJISIaAIU) DIWER]S] 3)€3}S

81

maka pemberi gadai dapat mengalih gadaikan sawah tersebut kepada
pihak lain untuk melunasi wutangnya kepada pemegang gadai
sebelumnya.dan di dalam penyelesaian nya sudah evektif karena para
pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memberikan jalan keluar

dalam permasalahhan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpuan diatas, maka penulis memberikan saran-saran

untuk menjadi pertimbangan sebagai berikut :

1.

Diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian pagang
gadai khusnya pihak penggadai diharapkan untuk membayar hutangnya
atau menebus sawahnya sesuai hal yang telah disepakati di dalam
perjanjian yanag telah dibuatt.

Diharapkan Apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka
jalan yang ditempuh terlebih dahulu adalah penyelesaian sengketa non
litigasi. Bisa dengan musyawarah atau mediasi yang dilakukan oleh
ninik mamak ataupun kepala waris, karena orang-orang inilah yang
dihormati oleh warga di desa dan dianggap bijaksana dalam
menyelesaikan suatu permasalahan. Proses musyawarah atau mediasi
lebih fleksibel dan lebih bernuansa kekeluargaan serta jalan keluar yang
dicari adalah win-win solution, sehingga memiliki kecil kemungkinan
untuk terjadinya permusuhan diantara kedua belah pihak yang sedang
bersengketa, karena tidak ada pihak yang kalah maupun pihak yang

menang.
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PEDOMAN WAWANCARA

NYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH
DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO
NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

: Hernita Putri
: Pemberi Gadai

Apakah bapak / ibuk tau tentang pagang gadai?

J Apa saja biasanya yang digadaikan ?

. Apakah bapak / ibuk pernah menggadaikan sawah ?

Bagaimana pelaksanaan atau system pagang gadai sawah disini bapak / ibuk?
Apa alasan bapak / ibuk menggadaikan sawah ?
Sejak kapan bapak / ibuk menggadaikan sawah?
Berapa luas sawah yang bapak / ibuk gadaikan ?
Siapa yang memanfaatkan atau mengelola barang gadai ( sawah) yang
digadaikan ?
Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang bapak/ ibu lakukakan ?
. Pembayaran gadai yang bapak/ ibuk lakukan dalam bentuk apa ?
. Berapa lama jangka waktu menggadai ?

. Bagaimana penyeleseian sengketa perjanjian yang bapak/ ibu lakukan ?
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ELI-\: PEDOMAN WAWANCARA
s

EENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH
DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO
NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

M)W e

h : Hernita Putri
K(?)pada : Pemegang Gadai
=
1.2 Apakah bapak / ibuk tau tentang pagang gadai?
j4h]
2.UApa saja biasanya yang digadaikan ?
QO

3.° Apakah bapak / ibuk pernah menerima gadai sawah ?

4. Bagaimana pelaksanaan atau system pagang gadai sawah disini bapak / ibuk?
5. Apa alasan bapak / ibuk mau menerima gadai sawah ? Alasan :

6. Apakah transaksi yang bapak/ibuk lakukan menggunakan surat perjanjian?

7. Berapa jumlah nominal yang bapak/ ibuk berikan Ketika menerima gadai ? dan

dalam bentuk apa emas atau uang tunai.?
8.§Siapa saja yang terlibat di dalam perjanjian tersebut apakah penggadai dan
~pemegang gadai atau ada pihak lain ?

9.E'Seberapa luas sawah yang bapak / ibuk terima?
e

IOE-Apakah barang gadai tersebut di simpan atau dimanfaatkan ?
m

1f{3,Apakah ada persyaratan dalam melakukan gadai sawah ? jika ada apa

N

< syaratnya?

irhg

~Dalam jangka waktu berapa bapak / ibuk memegang sawah gadaian ?
Bagaimana tanggapan bapak / ibuk jika salah satu pihak belum membayar atau

‘menebus sawah tersebut padahal sudah jatuh tempo, sementara Bapak/Ibu

M JI n,'xigue

E

"
)

sudah membutuhkan uangnya?

IS

nery w



pihak pemberi gadai belum melunasi utangnya
h yang digadaikan tepat waktu ?

- sawa

Ik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

-~

o
©

o

15"’ Bagaimana penyeleseian sengketa jika pihak pemberi gadai tidak menebus

©
14§,F Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? Dan

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ...J 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ff .n: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\_D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mssuseanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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©
Q:I;,: PEDOMAN WAWANCARA
—
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH
o)
2 DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO
3 NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
= . .
Qleh : Hernita Putri
Iépada : Ninik Mamak
7))
l=  Apakah bapak mengetahui tentang praktek pagang gadai sawah ?
w
-~
20 Apakah dalam pelaksanaan gadai (pagang gadai) melibatkan para petinggi
A
©  adat, ninik mamak atau perangkat desa ?
3.  Apa saja yang menjadi ukuran dalam pagang gadai apakah sawah saja atau

ada yang lain ?
4.  Berapa bessaran gadai sawah biasanya ?
5.  Berapa lama jangka waktu gadai / menggadai?
6. Bagaimana tanggapan bapak jika terjadi konflik antara pemegang gadai dan
penggadai jika penggadai tidak bisa melunasi utangnya terhadap sawah
yang menjadikan jaminan dalam pagang gadai ? bagaimana upaya
penyelesaiannya menurut adat?
Apakah di dalam konflik tersebut melibatkan niniak mamak dalam
penyelesaian nya ?
Apakah KAN juga berperan dalam penyelesaian sengketa jika terjadi

sengketa atara pihak gadai ?

nery wisey JireAg uejjng jo JJISIaATUT] dTUIrR[S] 33e3G



Wawancara T. Dt. Pobo Dirajo
6 Maret 2024

Wawancara Ibuk Riswati 11 Maret 2024

Wawancara W Dt. Tamarajo 6 Maret 2024
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05 danglndang Nl = | =
..u. ,.. 1. Dilarang 3@3@56 mmwmm_m: atau mmEE: xmém tulis ini tanpa 3m:om:83xm3 dan menyebutkan sumber:
fr .u: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

insoamay 2 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Zulriswan A.Md

Wawancara Bapak Mawardi
10 Maret 2024

Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ.\/l Hak Cipta Dilindunt ,

..u. ...ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
JUf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mssuseanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*ihak Pertama

(
A
\ ng"'?'l 'y
mkmha;i oleh
Saksi Pihak Kedua
( Harmita )

«l

Sebelah Utara dengan kolam ikan Rubama |

Ahli waris yang

)
A
H

1
Pihak Kedua
ND.
s
ndri )
x a

Demikianlah surat keterangan pinjam meminjam ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Sebelah Timur dengan sawah Jusna dan Syamsinar
keadaan waras dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, agar dapat
)
(

Sebelah Selatan dengan tanah Supardi
Sebelah Barat dengan sawah Bakhtiar

(

P
" - t,._ .n - N )
Mamak Penghulu Saya,

mestinya.

»Contoh Surat Pagang Gadai

5im Riau

Exr State Islamic Gb?ﬁ*wwémmw&m

ﬂ\_.-ll Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- -

Ak A= 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mssuseanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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SURAT KETERANGAN PINJAM MEMINIAN]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bajwa :

I Nama Zainap
Tanggal lahir + 12 April 1965
Suku : Jambak
Pakerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Parambahan Kec. Lamposi Tigo Nagori

seianjutnya disebut Pihak Pertama (1)

L Nama : Riswati
Urmur 1 60 tahun
Suku Melayu
Pekerjaan Ibu Rumah Tangea
b w SR amaEeS T

anjutnya disebut Pihak Kedua

1]

Pihak pertama telaly mengaku memin as, sebanyak 12 emas murni 24 karat (

ETupa 2m:

dua belas emas murni 24 karat ) kepada pihak kedua, dengan memborohkan sepiring sawah kepada

plhak kedua, vang terletak di pinggir batang pulau parambahan.

i i . " il
SOt ek gerlama Goid CHEEINIIRG]T il Eilidin ACUuu TGl i il v i i i vk €00 R

sawah pihak pertama tersebut masih menjadi milik p

s@wah tersebut berbatas

1. Sebelah Timur dengan batang pulau

2. Sebelah Barat dengan sawah Timah

1 Cphadak Litarn denean eownh Siana

4. Sebelah Selatan dengan sawah Timah

lah surat keterangan pinjam meminjam ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk

dapat o pergunakan bila periu

Demibki

Parambahan, 6 Februari 2020

Pihak Kedua Pihak Pertan

i. (RISWATI) 2. (DESMITA) s B |
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Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

lgi‘liversitas Sultan Syarif Kasim Riau :
=
Nama : Hernita Putri
NIM : 12020720125
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Lurah Parambanan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah di Kelurahan Parambanan
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

¢  Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
Enggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan

fiemberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.
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Demikian disampaikan, terima kasth.
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sy KELURAHAN PARAMBAHAN
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= JLPOLAM ....... PARAMBAHAN...........c........ KODE POS 26219
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I“é_iapmonj : 140/{5 /PRB/111/2024 Payakumbuh, 07 Maret 2024
Izamp - :-
gfat o, - Biasa
F?rlha]3 : Pelaksanaan Penelitian
= =
§  — Kepada Yth:
w
(= = .
S = Bapak Dekan Fakultas Syariah
g Z Dan Hukum UIN Sutan Syarif Kasim
@ O i
& TEMPAT
-~
j4h]
Py Dengan hormat,
g Menindak lanjti Surat Bapak No. Un.04/F.I/PP/00.9/2519/2024 tanggal

22 Februari 2024, Tentang Izin Riset, Mahasiswa a/n HERNITA PUTRI NIM :
12020720125, Jurusan [lmu Hukum S1. Dengan Judul “ Penyelesaian Sengketa
Perjanjian Pagang Gadai Sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh “ Yang mana Prinsip Kami tidak
keberatan dengan hal di maksud di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian tersebut semata mata untuk keperluan akademis yang
bersangkutan

2. Waktu Pengambilan data dapat dilakukan selama (60 ) Enam puluh
hari, setelah ditetapkan.

Demikianlah ~ Surat ini kami sampikan, untuk dapat dipergunakan

seperlunya. Terima kasih.

Jaguuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw eduey (ul SN} eAuey yninjes neje ueibeges dipnbusw buel

LURAH PARAMBAHAN

Tembusan kepada yth :
1. Bpk Kepala Kesbangpol Kota Payakumbuh

nery wisey JrieAg uejng jo AJISI2AIU) DIWER]S] 3)€3}S

2. Camat Lamposi tigo nagori sebagai Laporan

? Povtinoanl



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
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Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
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=25 o TENTANG
o o ~ 0
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ol P @ g = PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
?D S g Sy = DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
S gaQ a S 1.04.02.01
= KxépgiacDinaQ:enanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
l%r@olgpnﬁn et dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
un. guguﬁp 00. 2519!2024 Tanggal 22 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
258
28 1. Nama :  HERNITA PUTRI
@ 5 52 NIMTKTP . 12020720125
3 g ii_ 3. Progjgm Studi : ILMU HUKUM
S S5 4. Jenjang . St
< 8 £ 5. Alamat . PEKANBARU
o 2 6. Judul Penelitian . PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI
= g = KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA
% o 9 PAYAKUMBUH
» B © 7. Lokasi Penelitian . KANTOR LURAH PARAMBAHAN
5 @engan ketentuan sebagai berikut:
X E O
£ X}dé( melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2 F'eléksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

angyal rekomendasi ini diterbitkan.

3. pada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
%e@litian dan Pengumpulan Data dimaksud.
o 3
Derfiikian rek@rendas; ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.
=
88 = N .
= c @ Dibuat di :  Pekanbaru
§ %PJT E Pada Tanggal : 23 Februari 2024
- o
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& g. = Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
T = A sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
2 = c ]
o =] DPM | DiNAS PENANAMAN MODAL DAN
2 it PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10 c PROVINSI RIAU
m e
= @
7 -
Q S~
= =]
=) e
= 2

Dlsgnpalkan Kgpada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. SGubernur Sumatera Barat
“ClJp Dinas F\‘g’nanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep (U sy eAley yninjes neje uelbeges yeAueqiadwew uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

3. %Pekan Fakuitas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. ¢¥ang Bersangkutan
Q et
c 7N
3 @
2 5
[V =
= %
j+¥]
[ =



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NVIY VISNS NIN

: e ©) Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213
= s g A !
Q QO =
== = =
28823 © IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Qo= é ® Nomor: 570/70/DPM-PTSP/PYK/III-2024
2835¢c 3
;P@rﬁi ﬁ’er@:ﬁntzh Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
® Herdasarkan : =
c.o £ Ce
® %réi Perfgantar— - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
SNondbr & = . Un.04/F.I/PP.00.9/2519/2024
o Tanggat 3 22 Februari 2024
3 T = 2
I%r& ini mcgyata.kan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kota Payakumbuh
ygng akukan.oleh :
=
T&_JﬂIEa 3 $ Hernita Putri
Tenapat/Tgl.Labir Payakumbuh,30-04-2002
g;\% = ® 12020720125
Mafhat c Kel Parambahan, Kec Lamposi Tigo Nagori,Kota Payakumbuh
§p KTE. 1376027004020003
l\aa_@mgd /Tujuan Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang
= % 3 berhubungan dengan PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG
19 g' o GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI
c,":% = cgn TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
o >
I§k§s§ 1. Kelarahan Parambahan Kota Payakumbuh
N =
€ o £
Wakhs. 04 Maret s/d 04 Juli 2024
An@n%
© g
Denga& ketentuan sebagai berikut :
1. I@g&tan Benelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/

Kanfor /Instahsi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
. THiak boleh fhenyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas
Kéd&tangan wa serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta
Ir:ﬁ:l@porkanrg'ri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
L xg_atu}n g,:emua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan
masyarakat setempat.
4 I\&nglnmka_% poran hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala
Dinas Penangman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas
mgaka izin penelitian ini akan dicabut kembali.
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S Demikiaédah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipefgunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.
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% i Payakumbuh, 04 Maret 2024
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=0 < KOTA PAYAKUMBUH
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o = Ditandatangani secara elektronik oleh

= ;\ Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh
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Tembfan disampaikan kepsda Yth -
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1. PJ w%mm Payakumbuh dfBayakoumbub sebagai laporan

2. Ke Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh
3. Kep Amil Zakat ) al Kota Payakumbuh

S. Lur rambahan Kota Pajakumbuh
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Pembina Utama Muda
NIP. 19710503 200312 1006
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dengan 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di

TsN 2 Payakumbuh pada tahun 2014 hingga lulus pada tahun 2017. Selanjutnya
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pada tahun 2023. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Penyeleseian Sengketa
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I’grjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi
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